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KEPALA DESA GEDONG 
KECAMATAN PATEAN KABUPATEN KENDAL 

 
PERATURAN DESA  GEDONG 

NOMOR  7 TAHUN 2023 
TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA   GEDONG 
TAHUN ANGGARAN 2024 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA DESA GEDONG, 
 
Menimbang 

 

: a. bahwa Anggaran Pendaparan dan Belanja Desa sebagai 

wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan 

secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-

besarnya kemakmuran masyarakat desa;  

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 

Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disusun sesuai 
dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa 

berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, 

berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, 

dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat 

dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan 

menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024; 

Mengingat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan 
mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang 

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 

Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka 

menghadapi Ancaman yang membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 
Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik lndonesia Tahun 2023 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 

6856); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

lndonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik lndonesia Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan 
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan 

untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi 

Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional 

dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nomor 6757); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 
Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 

Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan 

Daerah Istimewa Yogyakarta; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 

Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3079); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6321); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5864); 

11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang 
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 136); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang 

Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6623); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 

2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 

2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah 

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 6); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 

tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 53); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 

tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 
2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 

tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496); 

21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal 

Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158); 

22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 

tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme 

Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159); 

23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 

tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 160); 

24. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 

tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan 

Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633); 

25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 

3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan 

Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan 



 

 

Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik 

Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara  

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252); 

26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 

15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembentukan 

Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri 
Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama 

27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 

7 Tahun 2023 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 868 

Tahun 2023); 

28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 

13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas 

Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963); 

29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 /PMK.07/2017 

tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
537), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

225/PMK.07/2017 tentang Perubahan kedua Atas 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 

tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

1970); 

30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 

tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa setiap 

Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa 

setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1884); 

31. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051); 

32. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian dana Desa 

Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan dana Desa 

Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052); 

33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 
2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 

Nomor 4); 



34. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 

2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Provinsi Jawa 

Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 

2018 Nomor 17); 

35. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 

2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 

Badan Usaha Milik Desa di Provinsi Jawa Tengah 
(Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 

Nomor 18); 

36. Peraturan Gubernur Jawa tengah Nomor 1 Tahun 2022 

tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada 

Pemerintah Desa sebagaimana telah dirubah dengan 

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 

2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur 
Jawa tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman 

Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa 

(Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 

Nomor 34); 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 

2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 
Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Kendal Nomor 152); 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 

2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran 

Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 20); 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 

2022 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di 
Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal 

Tahun 2022 Nomor 4); 

40. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12 Tahun 

2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 12); 

41. Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2015 tentang 
Tata cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari 

Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di 

Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah beberapa 

Kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 23 

Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 

Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata cara 

Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak 
dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal 

(Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 

23); 



42. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang 

Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Kendal (Berita 

Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E 

No. 41); 

43. Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 

Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran 

Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Bupati Kendal Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara 

Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di 

Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal 

Tahun 2022 Nomor 9); 

44. Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang 

Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain - 

Lain Yang Syah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di 
Kabupaten Kendal  sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 

Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 

Bupati Kendal  Nomor 5 Tahun 2017 Penghasilan Tetap, 

Tunjangan dan Penerimaan Lain - Lain Yang Syah bagi 

Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal 

(Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 
26); 

45. Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2019 Tentang 

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 

Kendal Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Badan 

Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten 

Kendal Tahun 2019 Nomor 6) 

46. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten 

Kendal Tahun 2020 Nomor 38); 

47. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2021 tentang 

Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul 

dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa di Kabupaten 

Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 

Nomor 50); 

48. Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 tahun 2022 tentang 

Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah 

Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan 

Bupati Kendal Nomor 40 tahun 2023 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 

tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di 

Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah 
Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 40); 

49. Peraturan Bupati Kendal Nomor 75 Tahun 2022 tentang 

Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten 



Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 

Nomor 75); 

50. Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2023 tentang 

Tata cara pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita 

Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 2); 

51. Peraturan Bupati Kendal Nomor 56 Tahun 2023 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada 

Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal 
Tahun 2023 Nomor 56). 

52. Peraturan Bupati Kendal Nomor 59 Tahun 2023 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kendal 

Tahun 2023 Nomor 59); 

53. Peraturan Desa Gedong Kecamatan Patean  Nomor 6 

Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Desa Tahun 2020 – 2026; 

54. Peraturan Desa Gedong Kecamatan Patean Nomor 6 

Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak 

Asal usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa; 

55. Peraturan Desa Gedong Kecamatan Patean Nomor …. 

tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa 

Gedong kepada BUMDesa; 

56. Peraturan Desa Gedong Kecamatan Patean Nomor 5 

Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa 

Tahun 2024. 

Memperhatikan :   Keputusan Camat Patean Nomor: 140/............./ 2023 

tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Gedong 

Kecamatan Patean Kabupaten Kendal tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024. 
 

 
Dengan Kesepakatan Bersama 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEDONG 
Dan 

KEPALA DESA GEDONG 
 

MEMUTUSKAN 
 

Menetapkan  : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DESA GEDONG TAHUN ANGGARAN 2024 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM  

Pasal 1 

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal. 



2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah 

sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Kendal. 

4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah 

kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Kendal. 

5. Desa adalah Desa dan desa adat, yang selanjutnya disebut 

Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau 

hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam 

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 

8. Kepala Desa yang selanjutnya disingkat Kades adalah Kepala 

Desa di Daerah. 

9. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri 

atas Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana 

Teknis. 

10. Badan  Permusyawaratan  Desa  adalah  Lembaga yang 

melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya 

merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan 

keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 

11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang 

ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati 

bersama Badan Permusyawaratan Desa. 

12. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat 

RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa 

untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; 

13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, 

adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 

(satu) tahun. 

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat 
APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan 

desa yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Desa dan 

BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

 

BAB II 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

Pasal 1  

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan 
rincian sebagai berikut : 



1. Pendapatan Desa Rp  5.904.851.000,00 

2. Belanja Desa Rp  5.911.773.720,00 

 Jumlah Belanja Rp  5.911.773.720,00 

 Surplus/Defisit Rp         6.922.720,00 

     

3. Pembiayaan Desa  

a. Penerimaan Pembiayaan Rp       57.940.720.00 

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp       50.000.000,00 

Selisih Pembiayaan ( a – b ) Rp         7.940.720.00 

 

Pasal 2 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari 

Peraturan Desa ini. 

Pasal 3 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat : 

a. APB Desa; 

b. daftar penyertaan modal;  

c. daftar dana cadangan; dan 

d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran 

sebelumnya. 

Pasal 4 

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai 

landasan operasional pelaksanaan APBDesa. 

Pasal 5 

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk 

penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak. 

(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga. 

(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan 

bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum 

tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam 

rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa. 

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

memenuhi kreteria : 

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas 
pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya; 

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; 

c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa; 



d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam 

rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang 

luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan 

e. berskala lokal Desa. 

Pasal 6 

Dalam hal terjadi : 

a.  penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa 

pada tahun berjalan; 

b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar 

objek belanja; dan 

c.  kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan 

menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan. 

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan 
melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran 

APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD 

Pasal 7 

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Gedong 

 

Diundangkan di ........  
Ditetapkan di : Desa Gedong 

Pada tanggal : 29 Desember 2023 

KEPALA DESA GEDONG 

 

 

 

          (SUWARNO) 

Diundangkan di  Desa Gedong 

Pada tanggal : 31 Desember 2023 

SEKRETARIS DESA GEDONG 

 

 

            MOH MAHFUD 
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ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH DESA GEDONG

PERATURAN DESA GEDONG

TENTANG

NOMOR 7 TAHUN 2023

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

LAMPIRAN

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK URAIAN ANGGARAN
( Rp )

KETERANGAN

1 2 3 4

PENDAPATAN4.

36.531.000,00Pendapatan Asli Desa4.1.

5.867.302.000,00Pendapatan Transfer4.2.

0,00Pendapatan Lain-lain4.3.

5.903.833.000,00JUMLAH PENDAPATAN

BELANJA5.

626.706.504,00Belanja Pegawai5.1.

553.626.496,00Belanja Barang dan Jasa5.2.

4.565.748.720,00Belanja Modal5.3.

165.692.000,00Belanja Tidak Terduga5.4.

5.911.773.720,00JUMLAH BELANJA

(7.940.720,00)SURPLUS / (DEFISIT) 

PEMBIAYAAN6.

57.940.720,00Penerimaan Pembiayaan6.1.

SILPA Tahun Sebelumnya 56.922.720,006.1.1.

Penerimaan Pembiayaan Lainnya 1.018.000,006.1.9.

50.000.000,00Pengeluaran Pembiayaan6.2.

Penyertaan Modal Desa 50.000.000,006.2.2.

PEMBIAYAAN NETTO 7.940.720,00

0,00SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN

Gedong,  29 Desember 2023

Kepala Desa

SUWARNO
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ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH DESA GEDONG

PERATURAN DESA GEDONG

TENTANG

NOMOR 7 TAHUN 2023

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

LAMPIRAN

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE
URAIAN ANGGARAN

( Rp )
SUMBERDANA

1 2 3 4

REKENING

5

PENDAPATAN4.

4.1. Pendapatan Asli Desa 36.531.000,00

4.2. Pendapatan Transfer 5.867.302.000,00

4.3. Pendapatan Lain-lain 0,00

5.903.833.000,00JUMLAH PENDAPATAN

BELANJA5.

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 823.849.000,001

1.1. Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional
Pemerintahan Desa

734.549.000,00

Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 46.200.000,001.1.01 ADD, PBH

5.1. Belanja Pegawai 46.200.000,001.1.01

Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 460.741.400,001.1.02 ADD, PBH

5.1. Belanja Pegawai 460.741.400,001.1.02

Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 33.559.104,001.1.03 ADD

5.1. Belanja Pegawai 33.559.104,001.1.03

Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK
D dll)

44.565.496,001.1.04 ADD, DLL, PBH

5.2. Belanja Barang dan Jasa 36.939.496,001.1.04

5.3. Belanja Modal 7.626.000,001.1.04

Penyediaan Tunjangan BPD 50.400.000,001.1.05 ADD, PBH

5.1. Belanja Pegawai 50.400.000,001.1.05

Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seraga
m, Listrik dll)

1.000.000,001.1.06 ADD

5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,001.1.06

Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 25.200.000,001.1.07 PBH

5.2. Belanja Barang dan Jasa 25.200.000,001.1.07

Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Des
a

36.352.000,001.1.08 DDS

5.2. Belanja Barang dan Jasa 36.352.000,001.1.08

Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil Pengelolaan T
anah Bengkok)

9.927.000,001.1.91 PAD

5.1. Belanja Pegawai 9.927.000,001.1.91

Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Hasil Pengelolaa
n Tanah Bengkok)

25.879.000,001.1.92 PAD

5.1. Belanja Pegawai 25.879.000,001.1.92
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KODE
URAIAN ANGGARAN

( Rp )
SUMBERDANA

1 2 3 4

REKENING

5

Penyediaan Jasa Pengabdian bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (yan
g Telah Purna)

725.000,001.1.93 PAD

5.2. Belanja Barang dan Jasa 725.000,001.1.93

1.3. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik
dan Kearsipan

22.000.000,00

Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) 22.000.000,001.3.02 DDS

5.2. Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,001.3.02

1.4. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan
dan Pelaporan

67.300.000,00

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (
Reguler)

18.900.000,001.4.01 DDS

5.2. Belanja Barang dan Jasa 18.900.000,001.4.01

Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non
Reguler)

18.900.000,001.4.02 DDS

5.2. Belanja Barang dan Jasa 18.900.000,001.4.02

Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masy
arakat

9.500.000,001.4.07 DDS

5.2. Belanja Barang dan Jasa 9.500.000,001.4.07

Pengisian Perangkat Desa 20.000.000,001.4.91 PBH

5.2. Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,001.4.91

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 4.882.222.720,002

2.1. Sub Bidang Pendidikan 38.000.000,00

Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Des
a (Honor, Pakaian dll)

12.000.000,002.1.01 DDS

5.2. Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,002.1.01

Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat 26.000.000,002.1.03 DDS

5.2. Belanja Barang dan Jasa 26.000.000,002.1.03

2.2. Sub Bidang Kesehatan 48.250.000,00

Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) 28.750.000,002.2.02 DDS

5.2. Belanja Barang dan Jasa 28.750.000,002.2.02

Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 19.500.000,002.2.04 DDS

5.2. Belanja Barang dan Jasa 5.950.000,002.2.04

5.3. Belanja Modal 13.550.000,002.2.04

2.3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4.295.972.720,00

Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang 32.250.000,002.3.02 DDS

5.2. Belanja Barang dan Jasa 32.250.000,002.3.02

Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 32.100.000,002.3.03 DDS

5.2. Belanja Barang dan Jasa 32.100.000,002.3.03

Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Draina
se dll)

1.657.050.000,002.3.05 DDS, PBP

5.2. Belanja Barang dan Jasa 7.050.000,002.3.05

5.3. Belanja Modal 1.650.000.000,002.3.05

Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) 1.763.500.000,002.3.10 DDS, PBK, PBP

5.3. Belanja Modal 1.763.500.000,002.3.10
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KODE
URAIAN ANGGARAN

( Rp )
SUMBERDANA

1 2 3 4

REKENING

5

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan
Permukiman **)

130.000.000,002.3.11 DDS

5.3. Belanja Modal 130.000.000,002.3.11

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **) 381.072.720,002.3.12 DDS, PBK

5.2. Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,002.3.12

5.3. Belanja Modal 301.072.720,002.3.12

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
**)

300.000.000,002.3.15 DDS

5.3. Belanja Modal 300.000.000,002.3.15

2.4. Sub Bidang Kawasan Pemukiman 500.000.000,00

Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Laya
k Huni GAKIN

100.000.000,002.4.01 DDS, PBP

5.2. Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,002.4.01

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **) 400.000.000,002.4.11 PBP

5.3. Belanja Modal 400.000.000,002.4.11

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 20.000.000,003

3.2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 15.000.000,00

Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa 15.000.000,003.2.01 DDS

5.2. Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,003.2.01

3.4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 5.000.000,00

Pembinaan dan Operasional KPMD 5.000.000,003.4.91 PBP

5.2. Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,003.4.91

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 20.010.000,004

4.4. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Keluarga

20.010.000,00

Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 20.010.000,004.4.01 DDS

5.2. Belanja Barang dan Jasa 20.010.000,004.4.01

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 165.692.000,005

5.2. Sub Bidang Keadaan Darurat 43.292.000,00

Penanganan Keadaan Darurat 43.292.000,005.2.00 DDS

5.4. Belanja Tidak Terduga 43.292.000,005.2.00

5.3. Sub Bidang Keadaan Mendesak 122.400.000,00

Penanganan Keadaan Mendesak 122.400.000,005.3.00 DDS

5.4. Belanja Tidak Terduga 122.400.000,005.3.00

5.911.773.720,00JUMLAH BELANJA

(7.940.720,00)SURPLUS / (DEFISIT) 

PEMBIAYAAN6.

6.1. Penerimaan Pembiayaan 57.940.720,00

6.2. Pengeluaran Pembiayaan 50.000.000,00

PEMBIAYAAN NETTO 7.940.720,00
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KODE
URAIAN ANGGARAN

( Rp )
SUMBERDANA

1 2 3 4

REKENING

5

0,00SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN

Gedong,  29 Desember 2023

Kepala Desa

SUWARNO
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